GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR ©32-~ TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika perlu perumusan Tugas,
Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan
Informatika;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Seclatan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Seclatan dan.
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Provinsi
Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan
tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
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Menimbang:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagiamana dimaksud
pada hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Kalimantan Seclatan tentang Tugas, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956  Jo.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara
lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat |
Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 065,
Tambahan Lembaran Negara  Ropublik  Indonesia
Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kterbukaan Informasi Publik  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846,
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 u-.nl.:mp, Pelanyonan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun ‘.Zlm"l
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesin
Nomor 5234) scbagaimana telah diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019‘ Nomor 18.}.
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Dacrah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);
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1L Pernturan Gubernur - Kalimantan  Selatan Nomar (/95
Tahun 2019 tentang, Kedudukan, Susunan Organssas),
Tupas, Fungsi, dan Tata Kerja Peranglat Daerah Provins
Knllmantan Selatan (Berita Daerah Provins) Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FURGS!D DAR
URAIAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAI3 |
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimalksud dengan:
1.  Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Selatan sebagal unsur
penyelenggarn pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan,

4.  Dinas Komunikasi dan Informatika yang sclanjutnya disingkat Dinas adalah
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi
dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan,

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Selatan.

6. Sckretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Selatan,

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang sclanjutnya disingkat UPTD adalah unit
pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Scelatan,

8. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk
memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serat
hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan

9. Teknologi Informasi Komunikasi yang sclanjutnya di singkat TIK adalah
teknologi informasi berbasis eletronika yang digunakan untuk melakukan
pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan
penvajian informasi,

10. Business Process Reenginering yang selanjutnya di singkat BPR adalah salah
satu  strategi pengembangan  E-Government  yang merupakan  suatu
pendekatan manajemen yang bertujuan untuk memperbaiki dengan cara
clisien dan efektivilas.

1. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama
server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer

ataupun internet, sub-domain umumnya mengacu ke suatu alamat fisik di
schuah situs.

12, Smart Provinee adalah adalah aplikasi provinsi cerdas berbasis teknologi yang
menyuguhlaan pelayanan publik yang maksimal.
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13, Government Chief Information Officer yang selanjutnya di singkat GCIO adalah
merupakan orang yang mempunyai kaitan langsung dengan mekanisme tata
kelola TIK Nasional, dan bertugas mengoordinasi perencanaan, realisasi,
operasional harian, dan evaluasi internal TIK di masing-masing instansi.

14, Data Center yang sclanjutnya di singkat DC adalah fasilitas yang digunakan
untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen pendukung untuk
keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data,

15. Disaster Recovery Center yang sclanjutnya di singkat DRC adalah Fasilitas
vang digunakan untuk memulihkan kembali data dan/atau informasi scrta
fungsi-fungsi penting sistem clektronik yang terganggu atau rusak akibal
bencana yang discbabkan oleh alam atau manusia,

16. Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan olch
sinyal dalam medium transmisi.

17. Hosting adalah suatu tempat pada internet yang digunakan untuk
menyimpan data situs, baik situs milik perusahaan, pribadi, dan lainnya.

18. Collocation adalah suatu layanan penitipan tempat untuk meletakan server

vang digunakan untuk hosting yang memiliki standar keamanan fisik dan
infrastruktur.

19. Layanan interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang
berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.

20. Layanan interkonecktivitas layanan publik dan kepemerintahan adalah
fasilitas antar koneksi jaringan intranet dan internet pada layanan publik
dan kepemerintahan.

21. Layanan pusat Application Program Interface Daerah adalah sekumpulan
perintah, fungsi serta protokol yang digunakan untuk membangun perangkat
lunak untuk sistem operasi tertentu,

22. Secunty Operation Cenfer yang sclanjutnya di singkat SOC adalah layanan
untuk monitoring terhadap ancaman dan kerentanan meliputi aset yang
dimiliki Bidang Infrastruktur dan Persandian.

BAB 11
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan vang menjadi

krwrnan.gan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan
informatika, statistik, dan persandian.

{2} Dinas dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik,
dan persandian;

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan lavanan informasi publik;
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pr]:xl-:s..j::mnn kebijakan  teknis  pengembangan  dan pengelolaan  data
statsik,
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d. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan opini dan kemitraan
komunikasi publik;

¢. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan aplikasi dan tata kelola

E-Government;

pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK;

pelaksanaan kebijakan teknis pengamanan informasi dan persandian;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD; dan

> ™

pengelolaan kegiatan kesekretanatan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I}

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan
teknis bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang Informasi publik dan statistik;

c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang komunikasi publik;

d. mengeordinasikan., membina dan mengawasi pelaksanaan Kkebijakan

teknis bidang E-Government,

e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

{. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan
teknis bidang ~omunikasi, informatika, statistik. dan persandian;

g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan
pelapcran pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika,
statistx, dan persandian:

h. membina, mengawasi dan mengendalikan UPTD;

i. m—embina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan: dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannyva.

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Seloetariat;

Bidang Informasi Publik dan Statistik;

Bidang Romunikasi Publik;

Bidang E-Government,

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi:

Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

e
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Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3
Sekretariat  schagaimana dimaksud dalarn  Pasal 2 cyal (4 Fregerd »
mempunyai  tugas mengoordinasikan, mermntina  dan mengprdiaiicat.
penyusunan rencana dan program, pengelolann keunngan Gat st G0
menyelenggarakan urusan umum dan adrinistrasi kepegamaiag.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagairnana divnaksud podia ayxt '
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan  pengendaian
penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalion evi.ous
dan pclaporan kegiatan dinas;

C. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan  prngendalan
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan,

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pragendaisg
pengelolaan aset dinas;

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengeTdiaiom
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan  pengendalisan
pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

8 penyusunan program, knordinasi, pembinasm dan  pengendliion
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan rnasyaraikat.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ay=t 1)
mempunyai uraian tugas sebagal berikut:

a. menyusun program, mengnordinasikan, membina dan rnengendalliar
penyusunan program dan rencana kegiz'zn dinas;

b. menyusun program, mengoordinasizan, membina czn mengendalilkan
evaluasi dan pelaporan kegiatan cinas;

¢. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendz s
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalican
pengelolaan aset clinas;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan merngendalican
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

. menvusun program, mengoordinasixan, membina dan mengendziiven
pengelolaan administrasi kepegawaian;

g menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengmndalikar
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan

h. melaksanakan tugas lain  sesuzi dengan bidang tugas dan
kewenangannya. |

Sekretariat sehagaimana dimasud pada ayat (1] terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Velaporan;

b. Sub Bagian Kevangan dan Aset; dan

¢. Sub HBagian Umum dan Kepegawaian
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Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program dan rencana  kegiatan, cvaluasi serta penyusunan  laporan
pelaksanaan kegiatan.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas
schagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uralan tugas schagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas
Komunikasi dan Informatika;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas
Komunikasi dan Informatika,

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana
stratejik;,

d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana
kegiatan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Komunikasi
dan Informatika;

f. menyiapkan bahan dan melaksanaan kerja sama penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban
dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kincrja penyusunan program
dan pelaporan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Kcuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayal (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
keuangan dan asect,

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
keuangan;

¢. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk tcknis pengelolaan aset;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana
anggaran pendapatan dan belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;

a. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun
RKBU dan RTBU;

e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi
keuangan;

f.  menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
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h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerjn dan pertanggung
jawaban keuangan;

i.  menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan aset;
j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun
cksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ckspedisi dan
kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan,
organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
schagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas scbagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-
menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan scrta
administrasi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-
menyurat, ckspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta
kepegawaian;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan
ekspedisi;

d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta
penghapusan arsip;

e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
dan keprotokolan;

g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efcktivitas organisasi dan
ketatalaksanaan;

h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan
tunjangan;

i. menyiapkan bahan dan menyusun daflar nominatif dan daftar urut
kepangkatan pegawai;

j. mcnyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja
pegawal;

k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;

I.  menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;

m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;

n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;

0. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan
umum dan kepegawaian; dan

p. melaksanakan  tugas  Jain  sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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Bagian Ketign
Bidang Informasi Publik dan Statistik
Pasal 7

Bidang Informasi Publik dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan diseminasi dan pelayanan informasi publik  dan
penanganan aduan masyarakat, pengelolan dan pengembangan informasi
serta pemberdayaan media informasi publik, dan pengelolanan data statistik,

Bidang Informasi Publik dan Statistik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelayanan informasi publik;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengelolaan aduan masyarakat;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pngelolaan dan pengembangan informasi publik;

d. penyusunan  program, koordinasi, pembinnan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik;
dan

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengelolaan data statistik.

Bidang Informasi Publik dan Statistik dalam melaksanakan tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uralan tugas scbagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pelayanan dan
pengelolaan informasi publik dan statistik;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelayanan informasi publik kebijakan pembangunan
daerah;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengelolaan aduan masyarakat;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur  dan
mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi publik:

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur  dan

mengendalikan  pengembangan dan pemberdayaan media informasi
publik;

f. menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur  dan
mengendalikan pengelolaan data statistik; dan

g melaksanakan tugas lain  sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bidang Informasi Publik dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lerdiri atas: '

a. Seksi Layanan Informasi Publik:

b, Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media; dan
¢, Sekst Pengelolaan Data Statistik,
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Pasal B

(1) Seksi Layanan Informast Publile sebogadmana dbmalosund daliin anul
ayat (1) hural oo mempunyal b melinlesgndoa s mcanbe ik Basilivan
dan supervisi diseminast don pelayanan informaal kebijalaa geoibsangtinin
daerah dan pengelolaan adunn muasyaroalal.

(2) Seksi Layanan Informasi Publik dalom melalesanilan tagins sclmgatinans
dimaksud pada ayat (1) mempunyal tralan tugis se o) Lerilag

a, menyiapkan bahan dan menyusun renciana leepglistinn Layanan dilariasi
publik dan pengelolann aduan masyarakal,

b, menyiapkan bahan dan menyusun  petunjule tekals  fulalsanasi
diseminasi dan pelayanan  informasi publile loebijalasn penibmbggiiag
pemerintah daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjule teknis pengelolasn sduah
masyaralit;

]

d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan e nyajilain datp dforinnai
kebijakan pembangunan dacrih,

e. mengumpullcan, mengolah, menganalisis dan menyajilan tanggagmn
pemerintah daerah atas aduan masyaralknd,

f. menyiapkan bahan  dan  melaksanalan  fasilitosi dan supervis
pelaksanaan diseminasl informasi publile pemerintah daeriah,

g. menyiaplan  bahan  dan  melalsanalon fasilitusi dun supeivis
pelaksanaan pelayanan informasi publik pemerintah dierali;

h. menyiapkan  bahan  dan  melaksanalan  fasilitnsl  dan supeivis
pengelolaan aduan masyarakat;

i. menyinapkan bahan, mengembangkan dan mengelola sistem pelayonan
informasi publik;

j. menyiapkan  bahan,  menpgembanglan dan meagelola siatem
pendokumentasian dan pengldasifikasian data informasi pubilil,

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedory dion
lriteria pelayanan intormasi publik;

. menyiapkan bahan dan melaksanalan kera samn dengan satuan/ani
lerfn dan  instanst terkait dalam pelayanan  informast publile dan
pengelolaan adunn masyarakat;

m. menyinplkan  bahan  dan  melaksanalain pemantiuan dan evaliasl
pelaleanann  layanan  informasi  publile  dan penpelolaan wduan
masyaralkal;

n. menylapkan bahan dan menyason laporan Yinesja layannn Intor mos)
publile dan pengelolicn aduan mansyaaakat, dan

a. melilsanalan  tugas  lwin sesual  dengan  hidang tugas  dan
leewenangunnya.

Pasal 9

(1] Seksi Pengelolaan Informast Publike dan Medin sebogaimang dimoksad dalang
Pasal 7 ayat (1) horaf b omempunyai togas oseladssanaban o member o
fasilitast dan supervisi pengelolomn ilin peerigeiibingean dafopniant poblik
serta pengembangan dan preaderdayvaann media mlrun‘.u.l-n‘ pablik '
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Sekont Peneelolann Wntormast Pablile dan Medin dalm melnke=nnnknn s
sebingnimann dimalosnd pada aval (1) mempuoyai uralan tagas se b
et

a. menviaplkan  bahan dan menyisun  rencana kegiatun - pengelolaan
it st publilc dan medin intotmanl;

. { . ' N 1 i
b, menviapkan bahan dan menyviaun petiunjule teknis pengeloli dal
pengembamgan mlovmaal pembanginan daetnly,

¢ menviapkan bahan dan menyusun petanjule teknis penpembangan dan
pemberdayann medin ot pubiilg

G mengumpulian, mengolah, menganalings, menyinplan dan
mengembangkon nformast pembangunan dnernhy;

¢, mengumpullan, mengolah, menganalisis, mengolnh dan menyajilan
whang kontena nantonal menjdt konten daeraby;

[, menylapkan  bahan dan melnksanokan pengembangan dan
pemberdaynnn medin intormast pubiil;

g, menvinpkan  buhan  dan melakesannkon mallitnsl - sertn supervisi
pengembangan dan pemberdayann medin informasi publik,

h, menyiapkan bahan dan melaksanankan norma, standar, prosedur dan
keiterln - pengelolnan dan pengembangan informasi publik  serta
pengembangan dan pemberdaynan medin informasi publik;

i, menviapkan bahan dan melaksanakan keejo sama dengan satuan/unil
Kerfa don instansi terkait dalnm pengelolnan informasi publik  dan
pemberdayann media informasi publik;

{.  menvinpkan bahan dan menyusun lnporan kinerjn pengelolaan informasi
publik dan pemberdaynan medin informasi publik; dan

k. melnksanakan  tugas  laln sesuni dengan bidang  tugns  dan
kewenangannva,

Paanl 10

Seksl Pengelolann Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf ¢ memponyad tugas melaksanakan survei, pengumpulan,
pengolahan  din penynjinn datn sertn menyusun  statistik - sektoral  di
lingkungan pemerintah dacrah,

Seksl Pengelolann: Data Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menviapkan bahan dan menyusun rencann kerja pengelolaan  data
statistik;

b, ug-m-inpknn bahan dan melaksanakan survei pembangunan  daerah
bidang sosinl, ekonomi, budayn, politik, hukum dan hak asasi manusia:

Coomenviaplkan bahan, menghimpun  dan  melaksanakan kompilasi data
produk administtass bidung sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan
hale asasi manusiag

d. mengumpultian, mengolah, menganalisis dan menynjikan  datn hasil

sver pembangnnnn doerah bidang sosial, ekonomi, budava, politik,
hatleum dan hak asisi manusin:
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c. mengumpulkan, mengniah, menganalisis dan menyajikan data Tasi
kompilasi produk administrasi bidang sosial, ckonorni, ritarya, picx,
hukum dan hak asasi manusia;

f. menyiapkan bahan dan menyusun statistix pembangunan Gaevah Vidarg
sosial, ekor.omi, budaya, politik, hukum darn hiak asasi mariee,

g menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, s‘andas, prowedur dan
kriteria pengeioiaan data dan penyusunan statistik per.iangunan Gaesaln
bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusa]

h. menyapkan bahan dan melaksanakan kerja eama dengan SOV uns
kerja/instansi terkait dalam pengelolaan data dan penyusunan statistik;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengrioizan data dan
penyusunan statistik; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan  bidang  tugas dan
kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Komunikasi Publik
Pasal 11
(1} Bidang Komuni<asi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4]
huruf ¢ memounyai tugas melaksanakan koordinzsi, pembinaan, pengaturan
dan pengen.dalian opini dan aspirasi publik, sumber daya komunikasi publik
dan kehumasan, kemitraan dan hubungan media komunikasi publik.
{2} Bidang Komunikasi Publik dalam melzksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinzan, pengaturzn cdan
pengendalian pengelolaan opini dan aspirzsi publik;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinzan, pengaturan  dan
pengendalian sumber daya komunikasi publik dan kehumasan;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian kemitraan komunikasi publik; dan

d. penyusunan program, koordinasi, pembinzan, pengazturan dan
pengendalian penguatzn hubungan kelembagaan media komunikas

publik.
(3) Bidang Komunikasi Publik dalarn melaksanakan tugas ecbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menylapkan behan dan menyusun kebijakan teknis pengelolzan opimni
dan aspirast publik, sumber daya komunikasi publik dan Kehumasan,
kemitraan serta hubtungan media komunikasi publik;

b. menyusun program, mengpordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengelolaan opini pubiik;

€ menyusun program, mengnordinasikan, memiina, mengatur  dan

mengendalikan  pengelojaan sumber dayns komunikasi pubiik dan
kehurrasan;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengamtur  dan
(55 P . X =
mengendankzan kemutrann komunikasi pubiik,
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¢. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan  penguatan hubungan kclembagaan media komunikasi
publik; dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai  dengan Dbidang tugas dan
kewenangannya.,

Bidang Komunikasi Publik sebagaimana dmaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
b. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Kechumasan; dan

c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media.

Pasal 12

Seksi Pengelolaan Opini Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (4) hurul a mempunyai tugas mclaksanakan dan mcmt.)clnkan
bimbingan tcknis, fasilitasi dan supevisi pengkajian dan analisis opini dan
aspirasi publik lingkup pemerintah daerah.

Scksi Pengelolaan Opini Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengelolaan opini dan
aspirasi publik;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan opini dan
aspirasi publik;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data opini dan
aspirasi publik lingkup pemerintah daerah,;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring opini dan aspirasi
publik lingkup pememrintah dacrah;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian dan analisis opini dan
aspirasi publik lingkup pemerintah daerah;

f. menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi
pengelolaan opini dan aspirasi publik;

g. menyiapkan bahan dan meclaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit
kerja/instansi terkait dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pengelolaan opini dan aspirasi publik;

J.  menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan opini dan
aspirasi publik; dan

k. melaksanakan (ugas lain  sesuai dengan Dbidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 13

Scksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Kehumasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyas tugas melaksanakan
dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan 'supcrvis'i pengelalaan dan
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan kehumasan.
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(2) Scksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan  Kehumasan  dalam
melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas scbagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan
penguatan sumber daya komunikasi publik dan kchumasan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan  dan
penguatan sumber daya komunikasi publik dan kehumasan;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sumber
daya komunikasi publik dan kehumasan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi
sumber daya komunikasi publik dan kehumasan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan penguatan
sumber daya komunikasi publik dan kehumasan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, I'asililasildan_
supervisi penguatan dan pemberdayaan tenaga fungsional komunikasi
publik dan kehumasan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan
supervisi pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana
komunikasi publik dan kehumasan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengelolaan sumber daya komunikasi publik dan kehumasan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit
kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan dan penguatan kapasitas
dan kompetensi sumber daya komunikasi publik dan kehumasan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegiatan pengelolaan dan penguatan sumber daya komunikasi publik
dan kehumasan;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan dan
penguatan sumber daya komunikasi publik dan kehumasan; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 14

(1) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan

kemitraan pengelolaan komunikasi publik dan pengembangan hubungan
kelembagaan media komunikasi publik.

(2) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media dalam

mclfaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas scbagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegjatan pengembangan

kemitraan  komunikasi  publik  dan pengembangan  hubungan
kelembagaan media komunikasi publik;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan  data
komunikasi publik;

ms:n:;iapknn bahan dan melaksanakan kt:rjli sama dengan media sebagai
mitra penyampaian informasi pembangunan daerah;
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d. menyiapkan bahan dan  melaksanakan  faailitasi peliputan  kegiatan
pembangunan daerah oleh media mitra dan media urmim,

€. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi keselretariatan Koo
Penyiaran Indonesia Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan:

A menyinpkan bahan dan melaksanakan fasilitasi di bidang TIK pads $081)
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

§. menyiapkan bahan, fasilitasi  dan  supervisi  pembangunan  dan
pengembangan lorum komunikasi antara media, asosiasi profesi, lembeags
pemantau media/lembaga konsumen media serta unit-unit  penpelols
informasi pemerintah dacrah dan lembaga pemerintah pusat di daerah;,

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan

kriteria pengembangan kemitraan komunikasi publik dan pengembangan

hubungan kelembagaan media komunikasi publik;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit

kerja/instansi terkait dalam pengembangan kemitraan komunikasi

publik dan pengembangan hubungan kelembagaan media komunikasi
publik;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan

kegiatan kemitraan komunikasi publik dan hubungan media;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kemitraan komunikasi
publik dan hubungan media; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai dengan  bidang  tugas

kewenangannya.

dan evaluasi

dan

Bagian Kelima
Bidang E-Government
Pasal 15

Bidang E-Government secbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d
mempunyai tugas pengelolaan manajemen data dan informasi berbasis
aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola E-Government dan
infrastruktur E-Government,

Bidang E-Government dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan lungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian manajemen data dan informasi berbasis aplikasi,
pengembangan ckosistem dan tata kelola E-Government dan infrastruktur

E-Government,;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

daerah;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
pengendalian layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses

internet daerah;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelaksanaan integrasi layanan publik dan kepemerintahan
berhasis elektronik; dan

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelaksanaan tata kelola E-Government.

dan
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(3} Bidang E-Government dalam melaksanakan ligas schagaimana dimaksud
pada avat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menviapkan  bahan dan  merumuskan  kebijakan teknis  pengelolaan
manajemen  data  dan  informasi  berbasis aplikasi, pengembangan
ckosistem dan 1ata kelola E-Government,

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengelolaan TIK dacrah;

C. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses
internct dacrah;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan  pelaksanaan  integrasi  layanan  publik  dan
kepemerintahan berbasis elektronik;

¢. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan tata kelola E-Government; dan

l. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

(4) Bidang E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Seksi Pengembangan Aplikasi;

b. Scksi Infrastruktur E-Government; dan

c. Seksi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan
bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan integrasi aplikasi
generik, spesifik dan suplemen.

(2) Seksi Pengembangan Aplikasi dalam melaksanakan tugas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas scbagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan
aplikasi,

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan
integrasi aplikasi generik, spesifik dan suplemen;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan serta
penyediaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen;

¢. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan BPR pada sistem
yang berjalan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan
supervisi pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen;

g, menviapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kritena pengelolaan aplikasi;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit
kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan aplikasi;
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i. menyiapkan bahan  dan  melaksanakan pemantaunn  dan  evaluas
pelaksanaan pengelolann aplikasi;

Jo menyiapkan  bahan dan menyusun laporan  kinerja pengembangan
aplikasi; dan

k. melaksanakan tugas lain  sesuai dengan  bidang  tugas  dan
kewenangannya.

PPasal 17
(1) Seksi Infrastruktur E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (4) hurul b mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan kapasitas
infrastruktur dan teknologi informatika pemerintah daerah.
(2) Sf:ksi Infrastruktur E-Government dalam meclaksanakan tugsas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sehagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolzan dan
pengembangan kapasitas infrastruktur dan teknologi informatika;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolzan dan
pengembangan kapasitas infrastruktur dan teknologi informatika;

c¢. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan dan
membangun jaringan infrastruktur TIK;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan banduidth, hosting
dan collocation;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan
supervisi pengelolaan jaringan infrastruktur TIK;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengelolaan dan pengembangan kapasitas infrastruktur dan
teknologi informatika;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit
kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan
kapasitas infrastruktur dan teknologi informatika;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi

kegiatan pengelolaan dan pengembangan kapasitas infrastrukiur dan

teknologi informatika,

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengelolaan

dan pengembangan kapasitas infrastruktur dan teknologi informatika;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan akses internet

pemerintah dan publik; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 18

(1) Seksi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan can
memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan
kapasitas tata kelola dan pemberdayaan TIK Pemerintzh Daerah.
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(2)  Seksi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government dalam melaksanalan 105
sebhagaimana  dimaksud pada ayat (1) mempunyal uradan tugas selagni
berilout:

A, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan Tata
Kelola dan ekosistem E-Government,

bh. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tata kelols  dan
closistem E-Government,

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk  teknis  pengembangan
kapasitas sumber daya aparatur pengelola -Government,

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan
kapasitas sumber daya masyarakat TIK;

e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tala kelola
dan ckosistem E-Government;

. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan GCIO Pemerintah Daerah;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasl dan
supervisi pengelola I&-Government,

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria tata kelola dan Ekosistem E-Government,

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit
kerja/instansi terkait dalam pengelolaan tata kelola dan ckosistem
E-Government,

j. menyiapkan hahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegiatan tata kelola dan ekosistem E-Government,

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegintan-kegintan tata
kelola dan ekosistem E-Government,

. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan TIK dan
nama Domain-subdomain Pemerintah Daerah;

m. menyiapkan bahan, inventarisasi kebutuhan serta melaksanakan
rckayasa proses bisnis pengembangan intranet dan penggunasn akses
internet dan penggunaan akses internet Pemerintah Daerah;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pendaftaran dan
pemanfaatan domaian-subdomaian Pemerintah Daerah;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan pelayanan sistem
informasi Smart Province;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan
supervisi pengelolaan domain-subdormain pemerintah Daerah; dan

q. melaksanakan tugas lain  sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya,

Bagian Keenam
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
Pasal 19

(1) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pembinaan, pengaturan  dan  pengendalian  kegiatan persandian  dan
keamanan informasi.
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111“””' I |-mn;l:.m dan Keamanan Informasi dalam melaksanakan tugas
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

i, Inrnyuﬁum_m program, koordinasi, pembinaan, pengaturan  dan
pengendalian tata kelola persandian dan keamanan informasi;

bh. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian penerapan sistem menajemen keamanan informasi (SMKI);

€. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian kepiatan pengelolaan layanan keamanan infonnasi:

d, menyusun !’rqgrnm, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian jaringan komunikasi sandi; dan

€. menyusun  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian montoring, evaluasi dan audit pada bidang keamann
informasi,

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

berikut;

a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan
kapasitas tala kelola, layanan dan monitoring, cvaluasi serta audit
persandian dan keamaran informasi;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan  pengembangan kapasitas tata kelola persandian dan
keamanan informasi;

¢. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan layanan persandian dan keamanan informasi;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan monitoring, evaluasi dan audit persandian dan keamanan
informasi; dan

e. melaksanakan tugas lain  sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

Seksi Pengembangan Kapasitas Tata Kelola Persandian dan Keamanan

a.
Informasi,

b. Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi; dan

¢. Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan

Informasi.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Kapasitas Tata Kelola Persandian dan Keamanan
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4.1 hur_u'!' a
mempunyai tugas melaksanakan dan memberi bimbingan tekms,_l’as;htam
dan supervisi pengembangan kapasitas tata kelola persandian dan
kearmanan informasi pemerintah daerah.
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(2)  Seksi Pengembangan Kapasitas Tata Kelola Persandian dan Keamanan
Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan tata kelola
persandian dan keamanan informasi;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tata  kelola
persandian dan keamanan informasi;

c. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan tata kelola persandian dan
keamanan informasi;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria tata kelola penerapan manajemen keamanan infomasi;
¢. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan

kapasitas sumberdaya aparatur pengelola persandian dan keamanan
informasi;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan literasi keamanan informasi
pemerintah daerah dan publik;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit
kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan tata kelola persandian
dan keamanan informasi;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegiatan tata kelola persandian dan keamanan informasi;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengelolaan
dan pengembangan kapasitas tata kelola persandian dan keamanan
informasi; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 21

(1) Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan operasional
pengamanan persandian berupa layanan persandian dan keamanan
informasi, kegiatan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, dan
melaksanakan pengelolaan sarana prasarana persandian dan keamanan
informasi.

(2) Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan layanan persandian
dan keamanan informasi;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tata kelola
persandian dan keamanan informasi;

c. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan tata kelola persandian dan
keamanan informasi;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria tata kelola penerapan manajemen keamanan informasi;

e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan
kapasitas sumber daya aparatur pengelola persandian dan keamanan
informasi;
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. menyiapkan bahan dan melaksanakan literasi kcamanan  informasi
pemerintah daerah dan publik;

£ menyinpkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit
kerja/instansi dalam pengelolaan tata kelola persandian dan keamanan

informasi;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan  cvaluasi
kegiatan tata kelola persandian dan keamanan informasi;

{. menyinpkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan tata kelola
persandian dan keamanan informasi; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Pasal 22

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan operasional pengamanan persandian  berupa layanan
persandian dan keamanan informasi, kegiatan layanan sistem komunikasi
intra pemerintah daerah, dan melaksanakan pengelolaan sarana prasarana
persandian dan keamanan informasi.

Scksi Monitoring, Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

uraian tugas scbagai berikut:

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan monitoring, evaluasi dan
audit persandian dan keamanan informasi;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis monitoring, evaluasi
dan audit persandian dan keamanan informasi,

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan
supervise kegiatan persandian dan keamananan informasi;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegiatan persandian dan keamanan informasi;

¢. mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data
persandian dan keamanan informasi;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan audit persandian dan keamanan
informasi,

g mengumpulkan dan menyusun menganalisis dan menyajikan data tata
kelola persandian dan keamanan informasi;

h. menyiapkan bahan dan kerja sama dengan SOPD/Unit Kerja/Instansi
terkait dalam kegiatan monev dan audit persandian dan keamanan
informasi,

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegintan monev dan audit persandian dan keamanan informasi;

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengelolaan
monitoring, ecvaluasi dan audit persandian dan keamanan informasi; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 23

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf [ dibentuk
dengan Peraaturan Gubernur.

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 terdiri darn
scjumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipimpin dan dikoordinasikan oleh seoarang tenaga fungsional senior yang
ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB 1II
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

(1) Sekretariat dipimpin oleh scorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-masing scksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
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Pasal 27
Pf:limpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas
dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sckretaris scbagai
Pelaksana Harian (Plh); dan

b. Dalam hal Kepala Dinas dan Sckretaris berhalangan, maka ditunjuk salah
seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan
senioritas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 34), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 $"Jun 2220

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ABDUL HARIS
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 32
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